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Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam pemerintahan untuk memberikan
kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, khususnya
dalam pengenaan Pajak Air Tanah (PAT). Pajak ini dikenakan atas pemanfaatan air tanah
oleh individu atau badan usaha dengan tujuan mengatur pemanfaatan sumber daya alam
secara berkelanjutan. Pengelolaan dan pemungutuan pajak air tanah di Kabupaten Badung
merupakan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pengabdian ini bertujuan
mengoptimalkan pelayanan publik di Bapenda Badung melalui pendampingan proses
pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak air tanah kepada wajib pajak di
wilayah Kuta. Kendala yang dihadapi dalam pendistribusian SKPD pajak air tanah mencakup
cuaca hujan, wajib pajak menutup operasional perusahaannya dalam beberapa hari kedepan,
dan masalah teknis pada mesin cetak. Kendala-kendala ini dapat menyebabkan keterlambatan
penerimaan SKPD dan sanksi bunga oleh wajib pajak. Pengabdian ini dilakukan meliputi
proses penerbitan SKPD, pemilahan dan pengelompokkan sesuai wilayah, pendistribusian
SKPD, serta pengarsipan dokumen. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi operasional
pelayanan publik, kepatuhan wajib pajak, dan kepuasan wajib pajak. Pengabdian ini berhasil
mengoptimalkan pelayanan publik di Bapenda Badung khususnya di bidang penetapan pajak
air tanah.

ABSTRACT

Keywords:
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Public service is an important aspect of government to provide convenience and comfort for
the community in fulfilling their obligations, especially in the imposition of Groundwater Tax
(PAT). This tax is imposed on the utilization of groundwater by individuals or business
entities with the aim of regulating the sustainable use of natural resources. The management
and collection of groundwater tax in Badung Regency is the responsibility of the Regional
Revenue Agency (Bapenda). This service aims to optimize public services at Bapenda
Badung through assisting the process of distributing Regional Tax Assessment Letters
(SKPD) for groundwater tax to taxpayers in the Kuta area. The obstacles faced in the
distribution of groundwater tax SKPD include rainy weather, taxpayers closing their company
operations in the next few days, and technical problems with the printing machine. These
obstacles can cause delays in the receipt of SKPD and interest sanctions by taxpayers. This
service was carried out covering the process of issuing SKPD, sorting and grouping according
to region, distributing SKPD, and archiving documents. The results show an increase in
public service operational efficiency, taxpayer compliance, and taxpayer satisfaction. This
service succeeded in optimizing public services at Bapenda Badung, especially in the field of
groundwater tax determination.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.

@ 0 °

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang bertujuan untuk
memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya khususnya dalam
hal pengenaan pajak (Akib et al., 2023; Mardan, 2023). Salah satu jenis pajak daerah yang signifikan adalah
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Pajak Air Tanah (PAT) (Horman et al., 2023). Pajak air tanah merupakan pajak atas pemanfaatan atau
pengambilan air tanah (Fitriani et al., 2023). Pajak air tanah ini dikenakan atas pemanfaatan air tanah oleh
individu atau badan usaha, dengan tujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan (Fadhilatunisa et al., 2023). Pengelolaan dan pemungutan pajak air tanah di Kabupaten
Badung merupakan salah satu tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di bidang Pajak Air
Tanah (I Putu Santika & Ida Bagus Made Punia Adnyana, 2022). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemungutan, dan
pengawasan pendapatan daerah termasuk pajak dan retribusi (Fernos & Wipi, 2023). Untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, proses pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) pajak air tanah harus dilakukan dengan tepat dan akurat (Effendi et al., 2021).

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak air tanah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Bapenda yang menetapkan jumlah pajak yang dikenakan dan yang harus dibayar oleh wajib pajak atas
penggunaan atau pemanfaatan air (Sutardja & lIkhsan, 2023). Wajib pajak merupakan individu atau badan
usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dikenakan oleh pemerintah dengan perundang —
undangan yang berlaku (Zaikin et al., 2022). Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan yang dimana wajib
pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajaknya tepat waktu (Adawiyah et al., 2023).
Dalam operasional terkait proses pendistribusian SKPD pajak air tanah seringkali menghadapi berbagai
kendala.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah kendala cuaca seperti hujan lebat yang dapat
menghambat petugas lapangan untuk mendistribusikan dokumen SKPD kepada wajib pajak. Selain itu,
beberapa perusahaan wajib pajak terkadang menutup operasionalnya untuk beberapa hari kedepan dengan
alasan tertentu sehingga sulit bagi petugas lapangan untuk mendistribuskan SKPD pajak air tanah tepat
waktu dan mengingat jarak dari kantor ke wajib pajak di wilayah kuta lumayan jauh. Kedua kendala tersebut
dapat mengakibatkan keterlambatan wajib pajak dalam penerimaan pajak air tanah dan wajib pajak
berpotensi dikenakan sanksi bunga pada saat SKPD pajak air tanah jatuh tempo. Adapun kendala lainnya
seperti pada saat proses penerbitan SKPD pajak air tanah terkadang mesin cetak untuk menerbitkan SKPD
tidak berfungsi dengan baik sehinga menghambat waktu pada saat proses pendistribusian SKPD pajak air
tanah kepada wajib pajak.

Pada Bapenda Kabupaten Badung terdapat masalah yang lebih spesifik terkait mengenai pendistribusian
SKPD pajak air tanah khususnya untuk wajib pajak di wilayah Kuta. Wilayah Kuta sebagai salah satu pusat
kegiatan ekonomi dan pariwisata memiliki jumlah wajib pajak yang cukup banyak dan besar. Berbagai jenis
perusahaan yang dimiliki oleh beberapa wajib pajak di wilayah Kuta diantaranya seperti perusahaan hotel,
restoran, mall, villa, sampai perusahaan jasa seperti laundry yang dapat terbilang usaha laundry besar yang
terdapat di wilayah Kuta. Meskipun hal ini menambah kompleksitas dalam proses pendistribusian SKPD
pajak air tanah terkait banyaknya wajib pajak yang harus dijangkau, petugas lapangan dapat menyelesaikan
tugasnya untuk mendistribusikan dokumen SKPD pajak air tanah kepada wajib pajak di wilayah Kuta.

Pendampingan dalam proses pendistribusian SKPD pajak air tanah merupakan langkah yang sangat
penting terkait optimalisasi pelayanan publik dalam memastikan SKPD pajak air tanah sudah dapat diterima
dengan baik dan tepat waktu oleh wajib pajak sekaligus membantu operasional petugas lapangan agar lebih
efisien pada saat mendistribusikan dokumen SKPD pajak air tanah kepada wajib pajak (Sjarlis et al., 2021).
Pendampingan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti menyerahkan dokumen SKPD pajak air tanah,
penanganan keluhan atau pertanyaan dari wajib pajak dan menghimbau penerima SKPD pajak air tanah baik
yang menerima pegawai, security atau FO (Front Office) untuk menyerahkan langsung kepada staff
accounting untuk menyelesaikan transaksi pembayaran sesuai pajak yang dikenakan. Dengan adanya
pendampingan yang intensif serta menyeluruh sehingga dapat terselesaikan terkait pendistribusian SKPD
pajak air tanah dengan tepat waktu.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian adalah untuk membahas mengenai bagaimana masalah
atau kondisi proses pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah pada Bapenda Kabupaten Badung, bagaimana
bentuk dan metode pelaksanaan kegiatan pendampingan proses pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah di
wilayah Kuta dalam mengoptimalkan pelayanan publik pada Bapenda Kabupaten Badung, dan bagaimana
hasil dan ketercapaian kegiatan pendampingan proses pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah di wilayah
Kuta dalam mengoptimalkan pelayanan publik pada Bapenda Kabupaten Badung.
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Il. MASALAH

Proses pendistribusian SKPD pajak air tanah di Bapenda Kabupaten Badung menghadapi kendala atau
permasalahan yang mempengaruhi efisiensi dan ketepatan waktu pada saat mendistribusikan SKPD pajak air
tanah. Beberapa masalah yang terutama adalah cuaca yang buruk, seperti hujan lebat yang dapat
menghambat petugas lapangan dalam mendistribusikan dokumen SKPD pajak air tanah dan tentunya akan
menimbulkan dampak kerusakan pada dokumen SKPD pajak air tanah. Selain itu, adapun wajib pajak
menutup operasional perusahaannya untuk beberapa hari kedepan sehingga menjadi kendala bagi petugas
lapangan untuk mendistribusikan SKPD pajak air tanah, mengingat jarak dari Puspem Badung menuju
wilayah kuta lumayan jauh.

Selain kendala lapangan, adapun masalah teknis seperti mesin cetak yang tidak berfungsi dengan baik
sehingga pada saat penerbitan dokumen SKPD pajak air tanah dapat menghambat berlangsungnya
pendistribusian dokumen SKPD pajak air tanah kepada wajib pajak. Kendala-kendala ini berpotensi
menyebabkan keterlambatan penerimaan SKPD pajak air tanah oleh wajib pajak yang dapat mengakibatkan
wajib pajak terkena sanksi denda sejumlah 1% pada saat jatuh tempo. Wilayah Kuta yang merupakan pusat
kegiatan ekonomi dan pariwisata terdapat banyak wajib pajak dari berbagai sektor seperti hotel, mall, villa,
restoran, club, dan perusahaan jasa laundry besar. Meskipun demikian petugas lapangan harus tetap berupaya
untuk menyelesaikan tugas mereka dalam mendistribusikan dokumen SKPD pajak air tanah kepada wajib
pajak di wilayah Kuta.

Gambar 1. Lokasi Kegiatan

I1l. METODE

Dalam menjawab rumusan masalah mengenai metode pelaksanaan kegiatan pengabdian
mengoptimalkan pelayanan publik di Bapenda Badung melalui pendampingan proses pendistribusian SKPD
pajak air tanah kepada wajib pajak di wilayah Kuta (Rapita et al., 2020). Berikut langkah-langkah yang
diimplementasikan:

TAHAP 2
TAHAPL = Pemilahan dan
Penerbitan SKPD Pajak Air Pengelompokan SKPD Pajak
Tanah Air Tanah Sesuai Wilayah

U

TAHAP 4 TAHAP 3
Pengarsipan SKPD Pajak Air Pendistribusian SKPD Pajak
Tanah Dan Pengelompokkan <:| Air Tanah Kepada Wajib

Sesuai Urutan NPWPD Pajak di Wilayah Kuta

Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
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1. Penerbitan SKPD Pajak Air Tanah
Langkah awal yang dilakukan yaitu menerbitkan SKPD Pajak Air Tanah.
2. Pemilahan dan Pengelompokan SKPD Pajak Air Tanah Sesuai Wilayah
Selanjutnya melakukan pemilahan dan pengelompokkan SKPD Pajak Air Tanah sesuai wilayah.
3. Pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah Kepada Wajib Pajak di Wilayah Kuta
Setelah dipilah dan dikelompokkan, selanjutnya melakukan pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah
kepada Wajib Pajak di wilayah Kuta.
4. Pengarsipan SKPD Pajak Air Tanah Dan Pengelompokkan Sesuai Urutan NPWPD
Setelah didistribusikan SKPD Pajak Air Tanah diarsipkan dan dikelompokkan sesuai urutan NPWPD.
Prosedur pendampingan ini dapat dikerjakan ulang dengan memulai dari penerbitan SKPD Pajak Air
Tanah dan pemilahan dokumen sesuai wilayah, yang kemudian diikuti oleh pendistribusian dokumen ke
wajib pajak secara tepat waktu dan akurat. Kegiatan pendampingan mencakup penyerahan langsung
dokumen SKPD, penanganan keluhan wajib pajak, dan pemantauan agar dokumen diterima oleh pihak yang
berwenang di perusahaan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, hasil yang diharapkan dalam optimalisasi
pelayanan publik dapat dicapai secara konsisten di berbagai wilayah lain.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya optimalisasi pelayanan publik di Bapenda Kabupaten Badung khususnya dalam
pengenaan Pajak Air Tanah (PAT), berbagai langkah strategis telah diambil untuk memastikan proses
pendistribusian SKPD pajak air tanah terlaksana dengan lancar dan tepat waktu. Pelayanan publik yang
efisien adalah kunci untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak sekaligus kepatuhan atas pajak oleh wajib
pajak (Stiami, 2021). Namun kendala operasional yang sering dihadapi seperti cuaca hujan dan masalah
teknis pada mesin cetak pada saat penerbitan yang dimana memerlukan perhatian khusus dan solusi yang
efektif. Pendampingan pada saat mendistribusikan SKPD pajak air tanah tidak hanya bertujuan untuk
memastikan bahwa SKPD pajak air tanah diterima oleh wajib pajak melainkan dapat membantu memahami
dan memenuhi kewajiban pajak dari wajib pajak (Bagaswara et al., 2020). Proses ini mencakup penyerahan
SKPD pajak air tanah, memberi solusi terhadap keluhan wajib pajak, serta menghimbau dengan tegas
terhadap penerima bahwa menyampaikan SKPD pajak air tanah kepada pihak yang mengatur keuangan
perusahaan. Berikut metode pelaksanaan kegiatan dan hasil ketercapaian kegiatan yang dilakukan oleh
mahasiswa.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai langkah — langkah dalam metode pelaksanaan kegiatan:
1. Penerbitan SKPD Pajak Air Tanah

Proses penerbitan SKPD pajak air tanah dimulai dengan pengumpulan data penggunaan air tanah dari

wajib pajak. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi Bapenda Kabupaten

Badung melalui aplikasi Smartgov untuk menghasilkan format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Kemudian di bidang penetapan menetapkan jumlah pajak air tanah yang dikenakan sesuai dengan

penggunaan aktual. Kemudian dokumen SKPD pajak air tanah diterbitkan menggunakan mesin cetak

khusus serta menggunakan material kertas continuous form 3 ply yakni satu set kertas surat yang terdiri

dari 3 lembar dengan warna berbeda.
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Gambar 4. Bukti SKPD Pajak Air Tanah

2. Pemilahan dan Pengelompokan SKPD Pajak Air Tanah Sesuai Wilayah

Setelah SKPD pajak air tanah diterbitkan, dokumen-dokumen SKPD pajak air tanah dipilah dan
dikelompokkan berdasarkan wilayah wajib pajak sekitaran Kabupaten Badung. Untuk di wilayah Kuta
yang memiliki jumlah wajib pajak yang banyak kurang lebih 500 wajib pajak, tentu pemilahan ini
sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam distribusi. Dokumen dibagi dan dikelompokkan
berdasarkan ruang lingkup wilayah seputaran Kabupaten Badung. Pemilahan yang tepat membantu
petugas lapangan dalam merencanakan rute distribusi yang optimal dan memastikan seluruh wajib pajak
menerima SKPD pajak air tanah tepat waktu.

i"o'"]o' ele TN |9

| \ -
Gambar 5. Pemilahan dan Pengelompokkan SKPD Pajak Air Tanah

3. Pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah Kepada Wajib Pajak di Wilayah Kuta
Pendistribusian SKPD pajak air tanah dilakukan oleh petugas lapangan yang telah dibekali dengan rute
yang telah dioptimalkan berdasarkan pemilahan sebelumnya. Pada saat distribusi SKPD pajak air tanah
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sering kali menghadapi beberapa kendala yaitu seperi hujan dan wajib pajak tutup. Namun beberapa
kendala tersebut tidak menghalangi petugas lapangan untuk menuntaskan tugasnya. Dengan 3 sampai 4
hari dapat terselesaikan untuk pendistribusian SKPD pajak air tanah di Wil-a}/ah Kuta.

&

U '\‘\",.' .

| ‘\ | ‘|
[l Jf;i‘-."‘l:un"..‘« )

Gambar 6. Pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah

4. Pengarsipan SKPD Pajak Air Tanah Dan Pengelompokkan Sesuai Urutan NPWPD
Setelah distribusi selesai, proses pengarsipan dilakukan untuk menyimpan salinan SKPD pajak air tanah
sesuai dengan urutan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kegiatan pengarsipan dilakukan
dengan mencontreng urutan NPWPD dari SKPD pajak air tanah untuk memastikan semua SKPD pajak
air tanah aman sebelum diarsipkan. Pengarsipan yang terstruktur memungkinkan dipermudah
mengakses dokumen saat diperlukan.

Gambar 7. Pengar.sipan SKPD Pajak Air Tanah

Secara umum, hasil ketercapaian kegiatan dapat diukur dengan membandingkan kondisi sebelum dan
setelah kegiatan pengabdian, menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan (Putri, 2024).
Keberhasilan kegiatan pengabdian ini dirinci atau diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Ketercapaian Kegiatan
Sebelum Kegiatan

Indikator Setelah Kegiatan Pengabdian

Pengabdian
Penerbitan SKPD Pajak Dilakukan sampai Terselesaikan hanya 2 gari
Air Tanah menghabiskan waktu berhari-
hari
—_—
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Tingkat Kesalahan Pada Sering terjadi kesalahan dalam  Tingkat kesalahan menurun dan

Saat Pencetakan proses pencetakan meningkatkan efisiensi
operasional

Solusi Permasalahan Sering terjadi kerusakan pada  Berjalan dengan lancar minim

Mesin Cetak fisik SKPD pajak air tanah kerusakan pada fisik SKPD
pajak air tanah

Kualitas Layanan Masih standar Meningkat secara optimal

Pendistribusian SKPD Menyelesaikan distribusi Dapat terselesaikan dalam 3 hari

Pajak Air Tanah dalam 4 hari

Hasil dan ketercapaian kegiatan pendampingan proses pendistribusian SKPD pajak air tanah di wilayah
Kuta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi operasional pelayanan publik oleh Bapenda
Kabupaten Badung khususnya di bidang penetapan pajak air tanah. Dengan pengumpulan data yang lebih
sistematis dan penerapan aplikasi Smartgov, proses penerbitan SKPD pajak air tanah menjadi lebih cepat,
akurat dan dapat dipastikan bahwa jumlah pajak yang dikenakan sesuai dengan penggunaan aktual.
Pemilahan dan pengelompokkan SKPD pajak air tanah berdasarkan wilayah terutama di wilayah Kuta yang
memiliki jumlah wajib pajak yang banyak membantu petugas lapangan merencanakan rute distribusi yang
optimal.

Meskipun menghadapi beberapa kendala seperti cuaca hujan dan ada wajib pajak menutup operasional
perusahaannya untuk beberapa hari, namun petugas lapangan tidak menjadikannya alasan untuk
menghambat tugasnya dalam mendistribusikan SKPD pajak air tanah kepada wajib pajak dan dapat
menyelesaikan dalam waktu 3 sampai 4 hari. Pengarsipan yang dilakukan setelah distribusi juga telah
terstruktur dengan baik, menggunakan urutan NPWPD untuk memastikan semua dokumen SKPD pajak air
tanah tersimpan dengan aman dan mudah diakses saat diperlukan. Secara keseluruhan, upaya pendampingan
dalam proses pendistribusian SKPD pajak air tanah di wilayah Kuta berhasil mengoptimalkan pelayanan
publik, meningkatkan kepuasan wajib pajak, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dam pengenaan
pajak air tanah di Kabupaten Badung.

Keunggulan dari kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan ini berhasil meningkatkan efisiensi dari awal
proses yaitu dari penerbitan, pemilahan, pendistribusian, dan pengarsipan dokumen SKPD Pajak Air Tanah.
Kelemahan dari kegiatan yang dilakukan yaitu kendala operasional seperti cuaca buruk dan masalah teknis
pada mesin cetak sering kali menghambat proses penerbitan sehingga bisa berakibat proses pendistribusian
SKPD Pajak Air Tanah menjadi terhambat.

Terdapat saran yaitu untuk lebih meningkatkan efektivitas proses pendistribusian SKPD pajak air tanah
di masa depan, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, disarankan untuk memperbarui dan merawat
mesin cetak secara berskala untuk mengurangi resiko gangguan teknis yang dapat memperlambat penerbitan
SKPD pajak air tanah. Kedua, pengembangan teknologi distribusi seperti aplikasi mobile yang dapat
mempermudah komunikasi antara petugas lapangan dan wajib pajak serta memantau status distribusi secara
real-time bisa menjadi solusi untuk mengatasi kendala cuaca dan operasional perusahaan. Ketiga, perlu
adanya pelatihan tambahan bagi petugas lapangan untuk menangani berbagai situasi darurat dan masalah
distribusi dengan lebih efektif. Terakhir, Bapenda Kabupaten Badung dapat mempertimbangkan untuk
meningkatkan koordinasi dengan perusahaan wajib pajak termasuk pemberitahuan awal mengenai distribusi
untuk meminimalkan gangguan operasional. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat lebih
meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pendistribusian SKPD pajak air tanah serta memperbaiki
pelayanan publik secara keseluruhan.

Data-data hasil kegiatan pengabdian yang diperoleh dari proses penerbitan, pemilahan, pendistribusian,
dan pengarsipan SKPD Pajak Air Tanah menjadi landasan utama dalam melakukan analisis mendalam
terhadap efisiensi dan efektivitas sistem yang ada. Melalui pembahasan yang komprehensif terhadap data-
data tersebut, peneliti berhasil mengidentifikasi berbagai kendala, keunggulan, serta potensi perbaikan yang
dapat dilakukan.

V. KESIMPULAN
Kegiatan pendampingan dalam proses pendistribusian SKPD pajak air tanah di wilayah Kuta telah
berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik Bapenda Kabupaten Badung. Dengan
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menerapkan sistem yang lebih terstruktur mulai dari penerbitan menggunakan aplikasi Smartgov, pemilahan
berdasarkan wilayah, hingga distribusi yang lebih tepat waktu, proses ini mengalami percepatan dan akurasi
yang signifikan. Meskipun menghadapi tantangan seperti cuaca buruk dan operasional perusahaan, petugas
lapangan berhasil menyelesaikan distribusi dalam waktu 3 hingga 4 hari, serta memastikan pengarsipan
dokumen yang baik. Secara keseluruhan, pendampingan ini telah berhasil mengoptimalkan pelayanan publik,
memperbaiki kepuasan wajib pajak, dan memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik di Kabupaten Badung.
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